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ABSTRACT

Name : Dewika Shafira
Study Program : Notary
Title . Investment Banking Credit Agreement Judging from the

principles of the Treaty (Case studies Investment Credit
Agreement PT.Bank UOB Buana)

Investment credit is a medium-term credit or long-term given by the bank to the
debtor to make an investment or capital investment. Lending is given in the form
of credit agreement between the bank and the debtor. In the practice, given credit
agreement clausules have been prepared previously. The research discuss about
how to implement free contract in credit investment and whether the investment
banking credit agreement meets the terms of the agreement, and the role of
notaries in making an investment loan agreement. Research results from the data
that the credit agreement in accordance with the principle of freedom of contract
and meet the legimate agreement in general terms as well as the notary plays a
role in making the investment because of the credit agreement as a notary public
official authorized to make an authentic deed. Deed made by a notary has the
power compared to under hand. In creating the loan agreement whose contents
have been determined by either party, the bank pay more attention to the needs of
debtors and negotiate with the debtor that the debtor is not harmed and the notary
in making an investment |oan agreement should explain the content and intent of
the credit agreement so that the debtor made the investment understand exactly
what are the rights and obligations as well asits legal effect.

Thisresearch is a normative juridical research. The data used are the primary data
and secondary data that are processed in ag qualitative way.

Keywords . Credit Investment Agreement
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ABSTRAK

Nama : Dewika Shafira
Program Studi : Kenotariatan
Judul . Perjanjian Kredit Investasi Perbankan Ditinjau dari asas-asas

Dalam Perjanjian (Studi kasus Perjanjian Kredit Investasi PT.
Bank UOB Buana).

Kredit investasi adalah kredit jangka menengah atau jangka panjang yang
diberikan oleh bank kepada debitur untuk melakukan investasi atau penanaman
modal. Pemberian kredit ini dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit antara
bank dengan debitur. Dalam praktek perjanjian kredit menggunakan perjanjian
baku yang klausulanya telah disusun sebelumnya. Penelitian ini membahas
bagaimanakah penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit
investasi perbankan, dan apakah perjanjian kredit investasi perbankan memenuhi
Syarat-syarat perjanjian, serta peran notaris dalam membuat perjanjian kredit
investasi. Dari hasil penelitian didapat data bahwa perjanjian kredit sesuai dengan
asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian, dan memenuhi syarat sahnya
perjanjian pada umumnya serta notaris berperan dalam pembuatan perjanjian
kredit investasi karena notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat
akta otentik. Akta yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dibandingkan dengan akta di bawah tangan, oleh karena itu bank
memilih membuat perjanjian kredit secara notariil dibandingkan dengan di bawah
tangan. Dalam membuat perjanjian kredit yang isinya telah ditentukan oleh salah
satu pihak, pihak bank dapat |ebih memperhatikan kepentingan debitur dan
melakukan negosiasi dengan pihak debitur agar debitur tidak dirugikan dan
notaris dalam membuat akta perjanjian kredit investasi sebaiknya menjelaskan isi
dan maksud dari perjanjian kredit investasi dibuat sehingga debitur mengerti betul
apa sgja hak dan kewajiban serta akibat hukumnya.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data
primer dan data sekunder yang diolah secara kualitatif.

Kata Kunci: Perjanjian Kredit Investasi
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang yang memiliki usaha pasti memerlukamadyang cukup
untuk membiayai usahanya agar dapat terus berdandapat semakin
ditingkatkan. Dana ini diperlukan untuk pembiayagerasional usahanya
karena dalam keseharian suatu usaha dipengarunibaleyak hal seperti
kenaikan harga bahan baku, membayar gaji karyawan hiaya-biaya
lainnya yang berkaitan dengan proses produksi diamya kemungkinan
untuk perluasan suatu usaha.

Lembaga perbankan memiliki peranan yang sangatngedalam dunia
usaha. Lembaga ini merupakan lembaga yang dapabemnian bantuan
keuangan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Bantuan keuangan yang diperoleh dari lembaga pkabatiapat berupa
perkreditan. Banyak jenis kredit yang ditawarkaeholembaga perbankan
dan kredit ini dapat digunakan untuk keperluan as&alah satu kredit yang
digunakan untuk keperluan usaha adalah kredit tases

Kredit investasi merupakan kredit yang diberikantuknmembiayai
pembelian aktiva tetap (misalnya tanah, bangunasjimkendaraan) untuk
memproduksi barang dan jasa utama yang diperlukama grelokasi,
ekspansi, modernisasi usaha atau pendirian usabhalba biasanya jangka

waktu kredit lebih dari satu tahdrBerdasarkan sektor pemberiannya kredit

! Abu Mujahid, “Pengertian Kredit,” http://isbs.waniss.com/2007/11/13/anuitas-
angsuran-tetap/diunduh 13 Juli 2011.

1
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ini lebih banyak ke arah konstruksi, kelistrikaalan tol, perdagangan, hotel
dan restoran.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bank Indianesenyebutkan
pemberian kredit perbankan pada semester dua édgiitkinvestasi masih
dominan. Sebelumnya, bank sentral mencatat pertoamolredit investasi
sebesar 29% sedangkan kredit modal kerja 24,8% kdeahit konsumsi
17,8%> Terhadap hasil survei tersebut menurut Ryan Kiyapang
merupakan salah satu senior PT Bank Negara Indofghil) Tbk menilai,
terkadang proyeksi ekspansi kredit meleset dalisesa karena dipengaruhi
banyak faktor, terutama ekonomi yang melerhah.

Adanya tekanan dari krisis global yang terjadi,direnerupakan salah
satu usaha pokok bank yang mempunyai pengaruh pangng dalam
perekonomian. Dalam memberikan kredit banyak baakgy memilih
berhati-hati. kehati-hatian itu yang membuat peluhan kredit investasi
lebih pelan dari kredit lainnya.

Adanya lembaga perbankan yang berfungsi sebaggupgwul dana dan
penyalur dana masyarakat, masyarakat dimudahkaamdahendapatkan
bantuan terutama modal untuk keperluan usaha.

Bantuan dari bank yang sering disebut sebagai tkidimenurut pasal
1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 joablgindang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamalengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjamnjaemantara bank
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjamtukinmelunasi
hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan @eambbunga.”

2 Tomi Sujatmiko, “2009, Kredit Invesatsi Dipredikdieningkat,”
http://ekonomy.okezone.com/index.php/ReadStory/A0N91/277/185048/200%9iunduh 21
Juli 2011.

% Nina Dwiantika, Bl Optimis Pertumbuhan Kredit Bank di Atas RBB23%®,”
http://keuangan.kontan.co.id/v2/read/keuangan/7#3dptimis-pertumbuhan-kredit-bank-
di-atas-RBB-23-24diunduh 15 Juli 2011.

* Tomi Sujatmiko, “2009, Kredit Invesatsi Dipredikdieningkat,” paragraf 4.
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Pemberian kredit oleh pihak bank biasanya didasarkatas
pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tidak setiapnpkonan kredit yang
diajukan akan dikabulkan oleh bank. Dalam membaridit, bank harus
memperoleh data atau informasi yang benar dangieéenya dari pemohon
kredit”

Bank baru akan memberikan kredit kalau ia benaabgakin bahwa
penerima kredit atau debitur sanggup mengembaligarjaman yang
diterimanya sesuai dengan kesepakatan kedua bk p

Setiap pemberian kredit yang disepakati oleh bditlkangkan dalam
bentuk perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatistpga dimana seorang
berjanji kepada seorang lain atau dimana dua osafigg berjanji untuk
melaksanakan suatu Hal.

Perjanjian terjadi berdasarkan suatu kesepakattaraakedua pihak.
Namun dewasa ini banyak perjanjian yang isinyantidean secara sepihak.
Salah satu contohnya adalah perjanjian kredit pédoa

Perjanjian kredit menurut Mariam Darus adalah pgiga pendahuluan
dari penyerahan wuang. Perjanjian pendahuluan inrupag&an hasil
permufakatan antara pemberi dan penerima pinjiamamgenai hubungan-
hubungan antara keduanya. Penyerahan uang berslfatpada saat
penyerahan uang dilakukan barulah berlaku ketenfgary dituangkan
dalam perjanjian kredit. Ketentuan yang berlakuanfalperjanjian kredit
adalah ketentuan yang ditentukan sendiri oleh parak dan ketentuan
umum dalam Buku IIl Kitab Undang-undang Hukum P&ada

Dalam praktek perbankan, pada umumnya perjanjiaditkperbankan
menggunakan perjanjian baku atau standard contaagt klausulanya telah
disusun sebelumnya. Perjanjian baku adalah peajaggpng hampir seluruh

klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakafaialam transaksi

®> Bambang Sunggon&engantar Hukum PerbankarfBandung: Mandar Maju, 1995),
hal 129.

® Subekti,Hukum Perjanjiancet. 21, (Jakarta: PT. Intermasa, 2005), hal 1.

" Mariam Darus BadrulzamaRerjanjian Kredit Bank(Bandung: PT.Citra Aditya
Bakti,1991), dikutip oleh Sri Turatmiyah,”Studi SKWM Dalam Perjanjian KPR-BTN”,
http:// mhugm.wikidot.com/artikel:0QHiunduh 21 Juli 2011.
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perbankan adalah bank yang bersangkutan) dan fahrekdalam transaksi
adalah nasabah dari bank terebut) pada dasarrglarieémpunyai peluang
untuk merundingkan atau meminta perubahaBiasanya isinya tidak
dibicarakan terlebih dahulu dengan debitur. Pihakkbtelah menyediakan
suatu blanko perjanjian kredit dan kepada debitanya dimintakan
pendapatnya apakah dapat menerima syarat-syamsgbter atau tidak.
Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyayang ditentukan
oleh bank, maka debitur berkewajiban untuk menamdgni perjanjian
kredit tersebut, akan tetapi jika debitur makomaka ia tidak perlu
menandatangani perjanjian kredit terseliake it or leave jt Ini berarti
kedudukan bank sebagai kreditur lebih kuat darabals debitur karena
debitur tidak dilibatkan dalam menentukan isi pgrgn tersebut.

Perjanjian kredit perbankan tidak mempunyai suagmtuk tertentu
karena tidak ditentukan oleh undang-undang. Ini yekbabkan perjanjian
kredit antar bank yang satu dengan yang lain t&#aka, karena disesuaikan
dengan kebutuhan masing-masing bank. Akan tetaparp@n kredit bank
dibuat dalam bentuk tertulis baik secara notaridupun dibawah tangan.

Mengingat kredit yang diberikan oleh bank mengagdusiko, bank
lebih memilih membuat perjanjian kredit secara nibtdJntuk itu dalam
membuat perjanjian kredit peran notaris sangatldbutahkan untuk
membuat akta otentik perjanjian kredit perbankaasaJnotaris sebagai
pejabat umum yang membuat akta otentik dibutuhkenagmenjamin
kebenaran dari isi yang dituangkan dalam perjankaedit perbankan
tersebut supaya secara publik kebenarannya tidagukan lagi.

Di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor &8Buii 2004
tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa, notdasala pejabat umum
yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kemgan lainnya

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, kangudian dalam

8 Doni Norbianto, “Perjanjian Baku... Dapatkah diguaakintuk setiap Perjanjian
Kredit?,” https://semarangmicrobankingconsultant.wordpress2010/12/15/perjanjian-
baku%E2%80%A6dapatkah-digunakan-untuk-setiap-pg@Rkredit/ diunduh 21 Juli 2011.

9 -

Ibid,
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Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 200&ng Jabatan
Notaris disebutkan bahwa notaris berwenang memlalkda otentik

mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetgrandiharuskan oleh
peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikakienoleh yang

berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otemti&njamin kepastian
tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, membegkasse, salinan, dan
kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatanalikdaitu tidak juga

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat la@u arang lain yang
ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdésgbutkan
bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalamukeyang ditentukan
oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapaabatjumum yang
berwenang, yang dimaksud dengan pejabat umumididahah notaris yang
berwenang membuat akta otentik terhadap perjapgaj@njian dalam
bidang perdata.

Kedudukan notaris adalah sebagai fungionaris datasyarakat karena
ditugaskan untuk melayani masyarakat, dengan teéagihak kepada pihak
manapun yang ada dalam suatu perjanjian.

Adanya perjanjian kredit yang dibuat oleh notaribachpkan dapat
memberikan keamanan bagi pihak bank mengingat pésnbekredit
merupakan kegiatan utama bank yang mengandungoresikg dapat
berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan umalh&ebapi perjanjian
tersebut juga dapat merugikan debitur peminjam ddeagan adanya
klausula-klausula yang memberatkan.

Berdasarkan latar belakang masalah ini, penulidartker untuk
mengetahui bagaimana penerapan asas-asas perjdajiam perjanjian
kredit serta peran notaris dalam menjalankan fumygsuntuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat dalam membuat suatu aki&a notaril
perjanjian kredit sesuai dengan peraturan perundadgngan yang ada
serta kebutuhan masyarakat pada saat ini. Makalipememilih judul
“PERJANJIAN KREDIT INVESTASI PERBANKAN DITINJAU
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1.2

13

DARI ASAS-ASAS DALAM PERJANJIAN (Studi Kasus Perjanjian
Kredit Investasi PT. Bank UOB Buana)”

Pokok Permasalahan
Berdasarkan latar belakang seperti yang penuliskamrasebelumnya,
penulis mengidentifikasikan beberapa pokok pernaasal sebagai berikut:
1. Bagaimanakah penerapan asas kebebasan berkonttak ppganjian
kredit investasi?
2. Apakah perjanjian kredit investasi perbankan merhesyarat-syarat
perjanjian?
3. Mengapa notaris diperlukan dalam pembuatan akt@rpen kredit

investasi perbankan?

Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakatode penelitian
kepustakaan liprary research yang bersifat yuridis-normatif. Metode
penelititan dilakukan untuk mendapatkan data yapgrtbkan dengan cara
membaca, mengutip dan menganalisa mengenai segaslaats yang
berhubungan dengan objek penelitian ini yang dipbraari bahan-bahan
pustaka dan peraturan perudang-undangan yang berlak

Tipe penelitian hukumnya adalah bersifat evaluaifu penelitian yang
menjabarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hedum tentang
berlakuknya perjanjian kredit perbankan.

Data yang dipergunakan dalam penyusunan penulisaadalah data
primer yang diperoleh melalui wawancara dengan kppgiaak yang
bersangkutan dan data sekunder diperoleh melakaratur-literatur
kepustakaan.

Adapun alat pengumpulan data yang dipergunakamladal
1. Studi kepustakaan

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yanggikat

yaitu peraturan perundang-undangan, instrumentdims&n hukum
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nasional maupun internasional dan seterusnya, \aegkaitan

dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian bahan hukum
primer yang digunakan yaitu antara lain Undang-ngdaomor 10
tahun 1998 jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992ament
Perbankan, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor QRI8/1990

tentang Kredit Investasi, Peraturan Bank Indonediamor

3/10/PBI1/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Penarapansip

Mengenal Nasabah, Peraturan Bank Indonesia Nor2éPBl/2005

tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, Undamglang

nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, d&abKindang-
undang Hukum Perdata.

b. Bahan hukum sekunder yaitu dengan menggunakan balam
yang menjelaskan bahan hukum primer yaitu buku-buwlan
Lliteratur-literatur.

c. Bahan hukum tersier yaitu kamus mengenai istiléifais hukum
sebagai penunjang untuk mendapatkan data mengesailah yang
akan dibahas.

2. Wawancara adalah salah satu dari alat pengumpal y@atg menggali
secara mendalam dengan tujuan untuk mendapatkamia$i atau data
guna mendukung serta memperoleh pengetahuan teritaig yang
akan dibahas. Dalam hal ini penulis mengadakan wesva dengan
pihak dari PT. Bank UOB Buana untuk memperoleh dtda fakta yang
benar-benar terjadi dalam praktek.

Analisis Data yang digunakan dalam membahas petafasg data dan

informasi yang ada akan diolah secara kualitatiitkmemperoleh jawaban

yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Sistematika Penulisan
Agar dapat memberikan uraian yang teratur dan mahkah untuk
mengetahui hubungan antara bagian-bagian dalanigemtesis ini, maka

penulis menyusun sistematika penulisan yang teddiitiga bab yaitu:
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BAB 1. PENDAHULUAN

BAB 2:

BAB 3:

Bab pendahuluan ini merupakan pengantar untuk meémasb-

bab selanjutnya yang menjelaskan hal-hal yang aitarnya
dengan pokok permasalahan. Bab ini dibagi menjatia¢ sub
bab. Sub bab pertama menguraikan mengenai latakdre)

masalah, sub bab kedua mengenai pokok permasalsiiarhab
ketiga mengenai metode penelitian, sub bab keemmgatgenai
sistematika penulisan.

TINJAUAN  UMUM MENGENAI KREDIT INVESTASI

PERBANKAN

Bab kedua ini merupakan tinjauan teori dan anapsismbahasan
penelitian yang terdiri dari enam sub bab. Sub ppabtama
membahas tinjauan umum mengenai perjanjian padamumyay

sub bab kedua membahas mengenai tinjauan umumegegkr
pada umumnya, sub bab ketiga membahas mengenagrpang
perjanjian kredit, sub bab keempat tinjauan umumtatey kredit
investasi, sub bab kelima mengenai tinjauan umuntang notaris
dan sub bab terakhir mengenai analisis perjanjr@dik ditinjau

dari asas-asas dalam perjanjian.

PENUTUP

Bab ketiga ini merupakan penutup. Pada bab insik@m simpulan
dan saran penulis terhadap pembahasan yang dilakuka
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BAB 2

TINJAUAN UMUM PERJANJIAN KREDIT INVESTASI PERBANKAN

21

Perjanjian Pada Umumnya

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan rangkaian kata-kata yang nmehugey janji-
janji atau kesanggupan yang dapat dituangkan seedtdis atau dapat
diucapkan secara lisan. Menurut Subekti perjarg@aah suatu peristiwa
dimana seseorang berjanji kepada orang lain ataardi dua orang itu
saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu*h&engertian perjanjian
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang didalam pasal
1313 yang berbunyi: “Suatu perjanjian adalah suymtbuatan dengan
mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinysatkap satu orang lain
atau lebih”.

Berdasarkan perjanjian tersebut timbulah hubungamtara orang
orang atau subyek hukum yang mengadakan perjamgesebut dan
hubungan tersebut dinamakan perikatan, yakni “Shatwngan hukum
antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan nifzatayang satu berhak
menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan kpilyang lain
berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itd”.

Dengan demikian perjanjian adalah sumber perikatisamping
sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamglesetujuan, karena
dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, ddigatakan bahwa dua

perkataan (perjanjian dan pertujuan) itu adalahasartinya’? Dari suatu

19 Subekti,Hukum Perjanjian, hal 1.
2 bid,
2 pid,

9
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hubungan hukum tersebut menjadi dasar atau lahisogdu perikatan
adalah perjanjian dan undang-undang, hal ini dijela dalam pasal 1233
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni “Tiap-tiggerikatan
dilahirkan baik karena persetujuan, baik karenaangelndang”.
Berdasarkan peristiwva hubungan hukum tersebut pyaalg berhak
menuntut sesuatu dalam perikatan dinamakan kredian pihak yang
berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut dinamakaebitut.
Perhubungan antara dua orang atau lebih tersebatahadsuatu
perhubungan hukum, yang berarti bahwa si berpgutandijamin oleh
hukum atau undang-undang. Apabila tuntutan ituktidgoenuhi secara
sukarela, si berpiutang dapat menuntutnya di dep&m.
Hubungan hukum dari para pihak yang melakukan pgaja dalam
hukum perjanjian menganut beberapa asas antar# lain
1. Asas Konsensualitas
Asas Konsensualitas dapat ditemukan pada pasal 32D
Undang-Undang Hukum Perdata, syarat yang pertanta yepakat
mereka yang mengikatkan diri. Dengan asas ini, nsakéu perjanjian
pada dasarnya sudah ada sejak tercapainya katkatel@ntara para
pihak dalam perjanjian tersebut.
2. Asas Kebebasan Berkontrak
Asas kebebasan berkontrak adalah adanya kebebabaas-s
luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepadyamakat untuk
mengadakan perjanjian tentang apa saja asalkak tideentangan
dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan kdgertiban
umum. Penegasan mengenai adanya kebebasan bekkmmtdapat
dilihat pada pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukusnd&a yang
menyebutkan bahwa semua yang dibuat secara sadkipeskbagai

undang-undang bagi yang membuatnya.

3 H.R. Daeng NajaHukum Kredit dan Bank Garansi, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
2005), hal 177-180.
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Menurut Subekti, dengan menekankan pada perkataearuss
maka pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdatéals-olah
berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat balkita
diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa daisib@pa saja
(atau tentang apa saja) dan perjanjian itu mengmhkateka yang
membuatnya seperti suatu undang-undang. Dengaratperk lain,
dalam soal perjanjian diperbolehkan membuat undsugng bagi diri
sendiri. Pasal-pasal Hukum Perjanjian hanya berligta atau sekedar
tidak diatur atau tidak terdapat dalam perjanjiangydibuat itd?

Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjamjidanesia
meliputi ruang lingkup sebagai berikit:

a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat penanji

b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia imgambuat
perjanjian

c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih dari ge&jaryang
akan dibuatnya

d. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian

e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian

f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentndang-
undang yang bersifat opsional

3. Asas Kepribadian

Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata makgat
tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian hartyadmtara para
pihak-pihak yang membuat perjanjian saja. Ruangklip ini
hanyalah terbatas pada para pihak dalam perjamjisggaja. Jadi pihak
ketiga atau pihak di luar perjanjian tidak dapait inenuntut suatu hak
berdasarkan perjanjian itu. Ruang lingkup berlakupgrjanjian ini

dikenal sebagai prinsiprivacy of Contract atau asas kepribadiah.

“Subekti,Hukum Perjanjian, hal 14.
!*H.R. Daeng NajaHukum Kredit dan Bank Garansi, hal 180.
% Ibid,
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Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdaémyatakan
bahwa: “Perjanjian-perjanjian tidak dapat merugikeepada pihak
ketiga dan tidak dapat menguntungkan pihak ketiga kecuali untuk
hal yang diatur dalam pasal 1317 Kitab Undang-Ugdatukum
Perdata”.

Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata
memperbolehkan untuk meminta ditetapkan suatu mjema
kepentingan seorang atau (pihak ketiga) jika pggaratau pemberian
tersebut memuat ketentuan seperti itu. Ketentuatukumeminta
ditetapkannya suatu janji guna kepentingan pihaig&etidak dapat
ditarik kembali jika pihak ketiga itu telah mene&nya.

Asas kepribadian juga dapat ditemukan dalasalpl1315 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan, “Badannya
tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nanmalirseatau
meminta ditetapkannya suatu janji selain untuknglai sendiri”. Dari
rumusan tersebut diketahui bahwa pada dasarnya peganjian yang
dibuat oleh seseorang hanya akan berlaku dan nengikinya

sendiri.

2.1.2 Syarat-syarat Perjanjian
Menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Pardahtuk
sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakaanpan
itu harus bersepakat, setuju atau seiya-sekata enangpal-hal yang
pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yaitikekendaki oleh
pihak yang satu, juga harus dikehendaki oleh pyag lain.

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.

Orang membuat perjanjian harus cakap menurut hukRada

asasnya, setiap orang yang sudah dewasa dan detairnya, adalah

cakap menurut hukum.
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Dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
disebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk meamisuatu
perjanjian, yaitu:

a. Orang-orang yang belum dewasa.

Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai2dsia
tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.

Orang yang tidak sehat pikirannya atau sakit ingdatdak
cakap bertindak di dalam lalu lintas hukum dan salwakili oleh
orang lain.

. Mengenai hal tertentu.

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertemksudnya apa
yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua lbgddnak harus
jelas supaya mendapat kepastian hukum bagi kedah p#ak yang
mengadakan perjanjian.

. Suatu sebab yang halal.

Suatu sebab yang halal, artinya isi dari perjanfigiak boleh
bertentangan dengan undang-undang, kesusilaaretimitkan umum.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subydkdifena
mengenai orangnya atau subyeknya yang mengadakjanj@a. Jika
syarat ini tidak dipenuhi maka salah satu pihak pamgai hak untuk
meminta supaya perjanjian itu dibatalkan.

Dua syarat yang terakhir dinamakan syarat obyek&fena
mengenai perjanjiannya itu sendiri atau obyek @arbuatan hukum
yang dilakukan itu. Jika syarat ini tidak dipenuhaka perjanjian itu
batal demi hukum. Artinya dari semula dianggap Kigeernah ada
perjanjian. Dengan demikian tidak ada dasar unalikg menuntut di

depan hakim.
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2.2 Perkreditan Pada Umumnya

221

222

Pengertian Kredit

Kredit dari sudut bahasa berarti kepercayaan, daldinbahwa apabila
seseorang atau badan usaha memdapat kredit d&ridrang atau badan
usaha tersebut telah mendapat kepercayaan darpleantieri kredit’

Pengertian kredit di kalangan masyarakat dan dirlgeln industriawan
memiliki pengertian yang berbeda. Kata kredit diakgan masyarakat
umum secara sederhana diartikan sebagai pembeletn arang atau
benda tertentu dengan membayar secara mencicil.er8ara itu di
kalangan para pelaku bisnis atau kaum industriawata kredit lebih
dikenal sebagai pemberian sejumlah uang terteetu slatu bank kepada
pihak lain yang memerlukannya untuk keperluan usgdadi mana pihak
lain ‘ini akan melunasinya dalam jangka tertentu gden membayar
sejumlah bunga yang telah ditentuk&n.

Sedangkan dari sudut ekonomi, kredit diartikan gab@enyediaan
uang atau tagihan. Seperti pengertian yang diberidadang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimiahadiebah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 angkayanig

menyebutkan bahwa kredit adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamaéngan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjamnjaemantara
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pemninjuntuk
melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentgale pemberian
bunga”

Unsur-unsur Kredit
Menurut Bambang Sunggono, bahwa unsur-unsur yadggat dalam
kredit adalah?

7 Ibid, hal 123.
'8 Bambang Sunggon®engantar Hukum Perbankan, hal 127.
Y Ibid, hal 128.
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1. Adanya kepercayaan dari pemberi kredit bahwa BeSsy@ng
diberikan pada waktu tertentu akan dia terima kémba

2. Adanya jangka waktu tertentu antara pemberian Krefingan
pengembalian kredit tersebut.

3. Adanya prestasi tertentu, dalam hal ini adalah uang

4. Adanya resiko yang mungkin akan timbul dalam jangkaktu
tertentu.

5. Adanya suatu jaminan untuk menutup kemungkinanaderya
wanprestasi.

Sedangkan menurut M. Bahsan, berdasarkan pengéurigait yang
telah ditetapkan oleh undang-undang, suatu pinj@mimjam uang akan
digolongkan sebagai kredit perbankan sepanjang m&meinsur-unsur
sebagai berikut®
1. Adanya penyedian uang atau tagihan yang dapatsadipetkan dengan

penyediaan uang.

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersantzgan
penyediaan uang tersebut dilakukan oleh bank. Bsddah pihak
yang penyedia dana dengan menyetujui pemberiamkdjudana yang
kemudian disebut sebagai jumlah kredit atau pl&fedit.

2. Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam memiajaara bank
dengan pihak lain.

Persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam maanpdasar
dari penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipaisan dengan
penyediaan uang tersebut. Persetujuan atau kesepakanjam
meminjam dibuat oleh bank dengan pihak debitur ydingujudkan
dalam bentuk perjanjian kredit.

3. Adanya kewajiban melunasi hutang.
Pinjam meminjam uang adalah suatu hutang bagi pamin

Peminjam wajib melunasi sesuai dengan yang digé«an

20 M. BahsanHukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta:PT
Rajagrafindo Persada. 2007), hal 76-78.
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Pemberian kredit oleh bank kepada debitur adalatuspinjaman
uang, dan debitur wajib melakukan pembayaran pshm&redit sesuai
dengan jadwal pembayaran yang telah disepakatiagam biasanya
terdapat dalam ketentuan perjanjian kredit.

4. Adanya jangka waktu tertentu.

Pemberian kredit terkait dengan suatu jangka wadkitentu.
Jangka waktu tersebut ditetapkan pada perjanjiaditkiyang dibuat
bank dengan debitur. Jangka waktu yang ditetapkarupakan batas
waktu kewajiban bank untuk menyediakan dana pinfano&n
menunjukan kesempatan dilunasinya kredit.

5. Adanya pemberian bunga kredit.

Terhadap suatu kredit sebagai salah satu bentyknpam uang
ditetapkan adanya pemberian bunga. Bank menetapldam bunga
atas pinjaman uang yang diberikannya. Suku bungapakan harga

atas uang yang dipinjamkan dan disetujui bank ke piadbitur.

2.2.3 JenisjenisKredit
Dalam praktek saat ini, secara umum ada dua jeraslitkyang
diberikan oleh bank kepada para nasabahnya, ydiinjad dari segi
tujuan penggunaannya dan kredit yang ditinjau dsegi jangka
waktunya*
1. Jenis kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaamntgpat berupa:
a. Kredit Produktif
Kredit produktif yaitu kredit yang diberikan kepadesaha-
usaha yang mengahasilkan barang dan jasa sebadablei dari
usahanya. Untuk kredit jenis ini terdapat dua kegkuran yaitu:
1) Kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan wit
membiayai kebutuhan usaha-usaha, termasuk gunatupéenu
biaya produksi dalam rangka peningkatan produksiu at

penjualan.

L H. Daeng NajaHukum Kredit dan Bank Garansi, hal 125-126.
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2) Kredit Investasi, yaitu kredit yang diberikan untp&ngadaan
barang modal maupun jasa yang dimaksudkan untuk
menghasilkan suatu barang ataupun jasa bagi usahg y
bersangkutan.

b. Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan kepadrang-
orang untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyanakaimnya

(sumber pengembaliannya dfired income debitur).

2. Jenis kredit ditinjau dari segi jangka waktunyaatdgerupa:
a. Kredit jangka pendek
Kredit jangka pendek yaitu kredit yang diberikamgien tidak
melebihi jangka waktu satu tahun.

b. Kredit jangka menengah

Kredit jangka menegah yaitu kredit yang diberikaengan
jangka waktu lebih dari satu tahun tetapi tidakHetari tiga tahun.

c. Kredit jangka panjang

Kredit jangka panjang yaitu kredit yang diberikaendan
jangka waktu lebih dari tiga tahun.
Jenis-jenis kredit menurut Mariam Darus Badrulzaryeitu??

a. Kredit umum (exploitasi, komersiil) yakni kredit riyg diberikan
kepada perusahaan-perusahaan untuk membiayai &sandari
usaha perusahaan itu.

b. Kredit investasi yakni kredit yang diberikan kepgoerusahaan-
perusahaan untuk melakukan investment, rehabjlglspansi dari
perusahaannya.

c. Kredit ekspor adalah kredit yang diberikan olehkodalam rangka
untuk mengekspor barang-barang milik penerima krgdmlah
kredit yang dapat ditarik maksimum 70 persen déai stok yang

siap diekspor tersebut.

2 Mariam Darus BadrulzamaRerjanjian Kredit Bank, (Bandung: PT.Citra Aditya
Bakti,1991), hal 61.
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d. Kredit impor yaitu kredit yang diberikan bank dalaamgka untuk
mengimpor barang-barang penerima kredit. Jangkatuwdk

adalah sampai barang itu tiba.

2.2.4 Syarat Pemberian Kredit
Berdasarkan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomorhanra992 jo
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbamaryebutkan

bahwa®

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan &sackan Prinsip
Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan beadam
analisis yang mendalam atas itikad dan kemampu#e lsesanggupan
nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mdraian
pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diplkaja’.

Hal ini berarti bank dalam memberikan kredit ataempiayaan
berdasarkan prinsip syariah mengandung resiko, nggai dalam
pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asa®ditan atau
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehdtik mengurangi
resiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau peyaln berdasarkan
prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampieam kesanggupan
nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesigmigan yang
diperjanjikan merupakan faktor penting yang hariserthatikan oleh
bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebeh@mberikan kredit,
bank harus melakukan penilaian yang saksama tgrhadatak,
kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dsabaia debitur.
Bank harus benar-benar yakin bahwa kredit yangrittdae benar-benar
akan kembalf**

Untuk menghindari kredit bermasalah di kerandnari, penilaian

suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadapu guermohonan

%3 IndonesiaUndang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pasal 8 ayat 1.
4 |bid, penjelasan pasal 8 ayat 1.
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kredit dilakukan dengan berpedoman kepada formR|addn Formula 5C,
sebagai beriku®®
1. Formula 4P yaitu:
a. Personalitiy
Adalah bahwa pihak bank mencari data tentang kagiain
pemohon atau peminjam seperti riwayat hidupnya.iklgbenting
untuk menentukan persetujuan kredit.
b. Purpose
Adalah bahwa pihak bank harus mencari data tentajogn
atau penggunaan kredit tersebut sesuai detigenof business
kredit bank yang bersakutan.
c. Prospect
Adalah bahwa pihak bank harus mengadakan analeg y
cermat tentang bentuk usaha yang akan dilakukam madenohon
kredit, apakah usaha yang demikian di masa yang dktang
mempunyai masa depan yang cerah baik ditinjau kieedaan
perkembangan ekonomi maupun kekuatan keuangan apeiars
tersebut.
d. Payment
Adalah bahwa pihak bank harus mengetahui dengaas jel
kemapuan dari pemohon kredit untuk mengembalikamjamian
tersebut ditinjau dari waktu pengembalian sertalghnyang harus
dikembalikan.
2. Formula 5C vyaitu:
a. Character
Adalah calon nasabah memiliki watak moral, dantsiiat
pribadi yang baik. Penilaian karakter dilakukanukninengetahui
tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan calomitde untuk

memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya. l@fgiIrm

% Bambang Sunggonéjukum Perbankan, hal 131-135.
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karakter ini dapat diperoleh bank dari riwayat lpidawayat usaha,
dan informasi dari usaha-usaha sejenis.
b. Capacity
Adalah kemapuan calon nasabah atau pemohon kretlik u
mengendalikan, menguasai bidang usahanya sertadggwannya
dan dapat melihat perspektif masa depan, sehinggaanya akan
dapat berjalan dengan baik serta dapat pula mekaleri
keuntungan, sehingga dengan demikian ia akan daptbayar
kreditnya sesuai dengan jadwal yang telah ditemtuka
c. Capital
Pemohon disyaratkan wajib memiliki modal sendiredit dari
bank berfungsi sebagai tambahan. Adanya modal rseddri
pemohon menunjukan bahwa pemohon adalah pengugahg,
untuk mengembangkan usahanya itu perlu mendapatidadari
pihak bank.
d. Collateral
Adalah jaminan untuk persetujuan pemberian suatdlikidi
mana ia merupakan sarana pengaman atas resikonyangkin
akan timbul atas cidera janjinya debitur di kemuadari.
e. Condition of economiy
Adalah bahwa kondisi ekonomi secara umum serta ikopdda
sektor usaha si pemohon kredit perlu mendapat panhalari
pihak bank untuk memperkecil resiko yang mungkimbtil akibat
kondisi ekonomi. Kondisi ini dapat terpengaruh olkekadaan
sosial, politik, dan ekonomi dari suatu periode tuatertentu dan
perkiraan yang akan terjadi pada waktu mendatang.
Pada dasarnya pemberian kredit oleh bankdeepesabah debitur
berpedoman kepada dua prinsip, yaftu:
1. Prinsip kepercayaan

%6 HermansyahtHukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), hal 61-62.

Perjanijian kredit..., Dewika Shafira, FHUI, 2012 Universitas Indonesia



21

Pemberian kredit kepada nasabah debitur selalisalikian kepada
kepercayaan. Bank mempunyai kepercayaan bahwa t kyesdig
diberikannya bermanfaat bagi nasabah debitur segieigan
peruntukannya, dan bank percaya nasabah debitgr lyarsangkutan
mampu melunasi utang kredit beserta bunga dalagkgawaktu yang
telah ditentukan.

2. Prinsip kehati-hatian

Bank dalam menjalankan usahanya, termasuk pembé&reutit
kepada nasabah debitur harus selalu berpedomanmeéaerapkan
prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain djudkan dalam bentuk
penerapan secara konsisten berdasarkan itikad tbdikdap semua
persyaratan dan peraturan perundang-undangan wakagttdengan

pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.

2.2.5 Jaminan Kredit

Sebagaimana telah dikemukakan perjanjian kreditahdsalah satu
bentuk pinjaman uang. Dalam suatu pinjaman uanggseéipersyaratkan
adanya jaminan utang yang dapat terdiri dari bexblagntuk dan jenisnya.
Mengenai jaminan utang disebut dengan sebutan gamkredit atau
agunan.

Keterkaitan jaminan kredit dengan pengamanan kredbipat
disimpulkan dari ketentuan pasal 1131 Kitab Unddngang Hukum
Perdata yang berbunyi: “Segala kebendaan si beyultaik yang bergerak
maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah adgumayang akan ada
dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segalarikgan
perseorangar’® Pasal 1131 ini megatur kedudukan harta pihak gemin
yaitu bahwa harta pihak peminjam adalah sepenuimgyapakan jaminan

(tanggungan) atas hutangnya.

%" Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R.
Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 35, (JakartaadPriya Paramita, 2004), pasal 1131.
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Berdasarkan ketentuan pasal 1131 Kitab Undang-Unddakum
Perdata pihak pemberi pinjaman akan dapat menpefunasan hutang
pihak peminjam dari semua harta harta yang bersaagktermasuk harta
yang masih akan dimilikinya di kemudian hari.

Pemberian jaminan jika ditinjau dari sifatnya, yéft
1. Jaminan Umum

Yaitu jaminan yang diberikan oleh debitur kepadi@apekreditur,
hak-hak tagihan mana tidak mempunyai hak-hak sategdahului

(konkuren) antara kreditur yang satu dan kreddtnriya.

2. Jaminan Khusus
Yaitu jaminan yang diberikan oleh debitur kepadediur, hak-
hak tagihan mana mempunyai hak mendahului sehingga
berkedudukan sebagai kredifurvilege (hak preverent).

Jaminan itu sendiri adalah tanggungan yang diberdteh debitur dan
atau pihak ketiga kepada kreditur karena pihakitauedhempunyai suatu
kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajymmalam suatu
perikatan.

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, jaminan adaldtakaan yang
dapat diikat sebagai jaminan, guna kepastian psamadi belakang hari,
kalau penerima kredit tidak melunasi hutangfiya.

Pada dasarnya jenis-jenis jaminan kredit terdiriri d@minan
perorangan dan jaminan kebendaan.

Jaminan perorangan timbul dari perjanjian antaelikur (bank) dan
pihak ketiga. Perjanjian jaminan perorangan merapdiak relatif, yaitu
hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap oestemtu yang terkait
dalam perjanjian. Dalam perjanjian jaminan perosangihak ketiga
bertindak sebagai penjamin dalam pemenuhan kewagleaitur, berarti

perjanjian jaminan perorangan merupakan janji &@sanggupan pihak

% H.R. Daeng Naja-ukum Kredit dan Bank Garansi, hal 207-208.
29 Mariam Darus BadrulzamaRerjanjian Kredit Bank, hal 82.
% H.R. Daeng NajaHukum Kredit dan Bank Garansi, hal 209.
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ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur apabilaitdelngkar janji
(wanprestasi)*

Jaminan kebendaan merupakan hak mutlak atas seatialiertentu
yang menjadi objek jaminan suatu hutang, yang swedidtu dapat
diuangkan bagi pelunasan hutang debitur apabilatutemgkar janji.
Penyendirian atas objek jaminan dalam perjanjianijan kebendaan
adalah untuk kepentingan dan keuntungan kreditert yang telah
memintanya, sehingga diberikan hak atau kedudukdmewa kepada
kreditur tersebut. Kreditur tersebut mempunyai kkdan sebagai
kreditur preferen yang didahulukan dari kreditun ldalam pengambilan
pelunasan piutangnya dari benda objek jamirfan.

Jaminan kredit yang disetujui dan diterima bank menyai fungsi
yaitu untuk mengamankan pelunasan kredit bila pipakinjam cidera
janji. Bila kredit yang diterima pihak peminjamaiddilunasinya sehingga
disimpulkan sebagai kredit macet, jaminan yangridi@ bank akan
dicairkan untuk pelunasan kredit macet tersebutng@e demikian,
jaminan kredit mempunyai peranan penting bagi pew@Rgan
pengembalian dana bank yang disalurkannya kepaldak gpeminjam
melalui pemberian kredit.

Menurut Subekti, pemberian jaminan kebendaan kepaeditur
memberikan suatu keistimewaan baginya terhadaptireédinnya.

Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bgif3ti

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-samaéaua orang
yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualatatbemda itu
dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurutamkscilnya
piutang masing-masing, kecuali apabila di antardalpi yang
berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untakdiakan.*

*11bid, hal 210.
*21bid, hal 213.
% Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), pasal 1132.
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Dalam pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Pencegiaetapkan
bahwa harta pihak peminjam menjadi jaminan bersaagh semua pihak
pemberi pinjaman, hasil penjualan harta tersebbagilibagi menurut
keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutarasing-masing,
kecuali apabila di antara pihak pemberi pinjamanntempunyai alasan
yang sah untuk didahulukan.

Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai hak berimbdisgbut
sebagai kreditur konkuren dan Pihak pemberi pinjayang mempunyai
kedudukan didahulukan lazim disebut sebagai kregiteferert’

Mengenai alasan yang sah untuk didahukan gsgbhana yang
tercantum pada bagian akhir ketentuan pasal 11&h Kindang-Undang
Hukum Perdata adalah berdasarkan ketentuan daiupan perundang-
undangan, antara lain berdasarkan ketentuan ydetamkan oleh pasal
1133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dakeh jaminan
hutang diikat melalui gadai dan hipotek. Kedudugahagai kreditur yang
mempunyai hak didahulukan juga ditetapkan oleh ritaeen Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungarkdpentuan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jamffidosia.
Pemegang hak tanggungan dan pemegang jaminargfichgsnpunyai hak
didahulukan dari kreditor lainnya untuk mempergbelunasan piutangnya
dari hasil pencairan (penjualan) jaminan hutanggydiikat dengan hak
tanggungan atau jaminan fidusfa.

2.3 Perjanjian Kredit
2.3.1 Pengertian Perjanjian Kredit
Berdasarkan pengertian kredit yang terdapat dalamdabig-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tat@@8 tentang
Perbankan, perjanjian kredit merupakan salah sattuk perjanjian

pinjam meminjam, dalam hal ini perjanjian pinjam muejam diatur

34 M. BahsanHukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, hal 11.
35 .
Ibid,
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dalam Bab XllI buku Il pasal 1754-1769 Kitab Undadndang Hukum
Perdata. Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum BRerdanyebutkan

bahwa®®

“Pinjam meminjam adalah persetujuan dengan marakpjang satu
memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertd@rang-barang
yang menghabis karena pemakaian, dengan syaratabgihak yang
belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang stan macam
keadaan yang sama pula”.

Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam, pihak yangnerima
pinjaman wajib mengembalikan dengan jenis dan jbmjang sama
kepada pihak yang memberikan pinjaman.

Menurut Mariam Darus Badrulzaman perjanjiagdit bank adalah
perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Riempapendahuluan ini
merupakan hasil permufakatan antara pemberi daeripga pinjaman
mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya.

Perjanjian Kredit Merupakan Perjanjian Pendahuluan

Menurut Mariam Darus Badrulzaman perjanjian kredzihk adalah
perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Rienapendahuluan ini
merupakan hasil permufakatan antara pemberi daeripgg pinjaman
mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduangsanfan
tersebut bersifat konsensuil obligatoir, karena ukintterlaksananya
dibutuhkan kata sepakat antara pemberi dan peneedit mengenai
hubungan hukum antara keduanya yang menimbulkaméalkewajiban.
Penyerahan uang bersifat riil, pada saat penyeralaarg dilakukan
barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalajamen kredit pada
kedua belah pihak. Ketentuan yang berlaku dalagamen kredit adalah

% Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), pasal 1754.
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ketentuan yang ditetapkan sendiri oleh para pihak kketentuan umum
dalam Buku Ill Kitab Undang-Undang Hukum Ped¥ta.

Fungs Perjanjian Kredit
Perjanjian kredit perlu medapat perhatian yang ukbukarena

perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangatipgrdalam pemberian,

pengolaan, maupun pelaksanaan kredit itu sendiri.

Menurut Ch. Gatot Wardoyo, dalam tulisannya menigéBakitar
Klausul-Kaulsul Perjanjian Kredit Bank”, perjanjidkredit mempunyai
beberapa fungsi yaitu:

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian golastinya perjanjian
kredit merupakan sesuatu yang menentukan bataltiaizki batalnya
perjanjian lain yang mengikutinya.

2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti nesay batasan-
batasan hak dan kewajiban di antara kreditur darude

3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk kgtan monitoring
kredit.

Bentuk Perjanjian Kredit

Pada umumnya perjanjian kredit dituangkan dalantubetertulis baik
dengan akta di bawah tangan maupun dengan aktaahofujuannya
adalah agar bank tidak dirugikan dan kepentingasalehnya dapat
terjamin dengan sebaik-baiknya.

Di dalam praktek, setiap bank telah menyediakamKaa(formulir,
model) perjanjian kredit, yang isinya telah disiapkterlebih dahulu.
Formulir ini diserahkan kepada setiap pemohon kreldinya tidak
diperbincangkan dengan pemohon. Kepada pemohonahdinyintakan

pendapatnya apakah dapat menerima syarat-syargt tgasebut dalam

37 Mariam Darus BadrulzamaPRerjanjian Kredit Bank (Bandung: PT.Citra Aditya
Bakti,1991), dikutip oleh Sri Turatmiyah,”Studi SKW Dalam Perjanjian KPR-BTN", http://
mhugm.wikidot.com/artikel:001diunduh 21 juli 2011.
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formulir atau tidak. Hal tersebut menentukan balpg&ganjian kredit di
dalam praktek tumbuh sebagai perjanjian stangaddard contract).®

Isi atau klausul-klausul dalam perjanjian standpedlu diwaspadai
karena isi atau klausul-klausul yang terdapat dabemanjian biasanya
sudah ditentukan secara sepihak oleh pihak yangbuenperjanjian dan
di dalamnya ditentukan sejumlah klausul yang merabledn kreditur dari

kewajibannygeksonerasi klausul).

Jenis-Jenis Perjanjian Kredit
Secara yuridis ada dua jenis perjanjian kredit ydigginakan bank
dalam melepaskan kreditnya yaitu:
1. Perjanjian/pengikatan kredit dibawah tangan atata ak bawah
tangan.

Perjanjian kredit di bawah tangan adalah perjanpamberian
kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya tddiuantara
mereka (kreditur dan debitur) tanpa notafis.

2. Perjanjian/pengikatan kredit yang dibuat oleh dahatiapan notaris
atau akta otentik.

Perjanjian kredit notariil adalah perjanjian peniderkredit oleh
bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh datdadapan
notaris?®
Adapun definisi dari akta otentik dapat tali dalam pasal 1868 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Suktia atentik ialah
suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukah oledang-undang,
dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umung garkuasa untuk

itu di tempat di mana akta itu dibuatnya.”

% Mariam Darus BadrulzamaRerjanjian Kredit Bank, hal 35.
%9 H. Budi Untung Kredit Perbankan di Indonesia, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2000), hal

31.

“Ibid,
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Isi Perjanjian / Pengikatan Kredit

Pada prakteknya bentuk dan isi perjanjian kredigyada pada saat ini

masih berbeda-beda antara satu bank dengan bamkydai Namun

demikian pada dasarnya suatu perjanjian kreditshamemenuhi syarat

yaitu:!

o gk~ w DR

Jumlah hutang
Besarnya bunga
Waktu pelunasan
Cara-cara pembayaran
Klausula opeisbaarheid
Barang jaminan

Apabila syarat tersebut dikembangkan lebih lanjuakan isi dari

perjanjian kredit yang termuat dalam pasal-pasaletait adalah seperti
berikut#?

1.

Jumlah maksimum kredit (plafond) yang diberikanhob&nk kepada

debiturnya.

2. Cara/ media penarikan kredit yang diberikan.

3. Jangka waktu dan cara pembayaran sampai jatuh tehaaodua cara

yang biasa digunakan yaitu diangsur atau sekalimas.

Mutasi keuangan debitur dan pembukuan oleh bank.

5. Pembayaran bunga, administrasi, provisi dan dentagda).

6. Klausula opeisbaarheid, yaitu klausula yang merhakhal mengenai

hilangnya kewenangan bertindak atau hilangnya hagi llebitur
untuk mengurus harta kekayaannya, barang jaminga elalaian
debitur untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalanamgen kredit
sehingga debitur harus membayar secara seketiksefatigus lunas.
Jaminan yang diserahkan oleh debitur beserta Kusssa yang
menyertai dan persyaratan penilaian jaminan, pearbaypajak dan

asuransi atas barang jaminan tersebut.

“1bid,
“Ibid,

hal 47.

Perjanijian kredit..., Dewika Shafira, FHUI, 2012 Universitas Indonesia



29

8. Syarat lain yang harus dipenuhi oleh debitur damasuk hak untuk
pengawasan atau pembinaan kredit oleh bank.

9. Biaya akta dan biaya penagihan hutang yang jugashdibayar oleh
debitur.

2.3.7 Berakhirnya Perjanjian Kredit
Hapus atau berakhirnya perjanjian kredit bank, hHebbanyak
disebabkan oleff
1. Pembayaran
Pembayaran lunas ini merupakan pemecahan prestasiebitur,
baik pembayaran hutang pokok, bunga, denda maupaya-biaya
lainnya yang wajib dibayar lunas oleh debitur.
2. Subrogasi
Subrogasi oleh pasal 1400 Kitab Undang-Undang HuRemtata
disebutkan sebagai penggantian hak-hak si berhutégty serorang
pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutangrdgasi dapat
terjadi apabila ada penggantuian hak-hak oleh pike#tga yang
mengadakan pembayaran.
3. Novasi
Pembaharuan hutang atau novasi adalah dibuatnyia peiganjian
kredit yang baru untuk atau sebagai penggantigarpemn kredit yang
lama, sehingga dengan demikian yang harus bera#hlah perjanjian
kredit yang lama.
4. Kompensasi
Pada dasarnya kompensasi yang dimaksud oleh p42al Klitab
Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu keadaaramh dua
orang atau pihak saling berhutang satu sama lang yselanjutnya
para pihak sepakat untuk mengkompensasikan hutangiyang

tersebut sehingga perikatan hutang menjadi hapus.

“*HR. Daeng NajatHukum Kredit dan Bank Garansi, hal 199-200.
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2.4 Kredit Investas

241

242

Pengertian Kredit I nvestas

Menurut Thomas Suyatno yang dimaksud dengan kredistasi
adalah kredit jangka menengah atau jangka panjang diberikan oleh
suatu bank kepada perusahaan untuk melakukan asvesau penanaman
modal. Yang dimaksudkan di sini adalah untuk perabdbarang-barang
modal serta jasa yang diperlukan untuk rehabili@siu modernisasi
maupun ekspansi proyek yang sudah ada atau pendgirayek baru,
pembagunan pabrik, pembelian mesin-mesin yang sgyautu ditujukan
untuk meningkatkan produktivitas. Ketentuan pokolengenai kredit
investasi selalu disesuaikan dengan program petakrimtuk mendorong
kegiatan usaha dengan kesempatan kerja yang b&sarusaha padat
tenaga®*

Menurut H. R Daeng Naja kredit investasi adalaflirgang diberikan
untuk pengadaan barang modal maupun jasa yang slmikin untuk

menghasilkan suatu barang ataupun jasa bagi usalggbgrsangkutaf?.

Jangka waktu Kredit Investasi

Jangka waktu kredit investasi didasarkan pada kgguammembayar
kembali proyek yang dibiayai sebagaimana tercerdan proyeksi arus
dana bersangkutan. Untuk bank-bank umum pemerigdaigka waktu
tersebut lamanya 10 tahun, termasuk masa tenggaiguw! tahun.
Sedangkan untuk Bank Pembangunan Indonesia jangk#uwersebut
lamanya 15 tahun termasuk masa tenggang selantau®. tdangka waktu
kredit investasi dihitung sejak tanggal akad kreditandatangani oleh
bank pelaksana dan nasaiah.

“Thomas Suyatno, et.aDasar-Dasar Perkreditan, (Jakarta: PT. Gramedia, 1992), hal 29.
“HR. Daeng NajaHukum Krdit dan Bank Garansi, hal 125.
“® Thomas Suyatndasar-Dasar Perkreditan , hal 29.
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Golongan Kredit Investas
Kredit invesasi dibagi menjadi 4 golongan yditu:
1. Golongan pertama. Sampai dengan 75 juta rupiah.
2. Golongan kedua. Di atas 75 juta rupiah sampai de@g8 juta rupiah.
3. Golongan ketiga. Di atas 200 juta rupiah sampaigden500 juta
rupiah.

4. Golongan keempat. Di atas 500 juta rupiah.

Suku Bunga Kredit Investasi

Besarnya suku bunga kredit investasi ditentukah ad@sing-masing
bank yang bersangkutan. Bunga dihitung setiap bidgandibebankan atau
ditagih kepada nasabah sesuai ketentuan yang betidank tersebut®

Jaminan Kredit | nvestasi

Jaminan kredit investasi terdiri dari jaminan pokd&n jaminan
tambahan. Jaminan pokok adalah proyek atau atewaugng dibiayai
dengan kredit investasi. Jaminan tambahan besaitgtapkan oleh bank
yang bersangkutan. Dalam hal proyek menurut pemldbank yang
bersangkutan layak untuk dibiayai tetapi nasalddktdapat menyediakan
jaminan tambahan, maka jaminan tersebut tetap d#ipatyai dengan

kredit investast®

Sifat Kredit Investas

Kredit investasi bersifadflopend plafond (plafond menurun). Yaitu
pelunasan/pengenbalian kredit yang dilaksanakaamseljangka waktu
kredit sesuai jadwal angsuran yang telah ditetapkan

47 i
Ibid,

“8Bank IndonesiaSurat Edaran Nomor 22/6/UKU 1990 tentang Kredit Investasi, pasal 2.

“ Thomas Suyatndasar-Dasar Perkreditan, hal 30.
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2.5 Tinjauan Umum Tentang Notaris
251 Pengertian Notaris

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-undang NomorabunT 2004
tentang Jabatan Notaris, Notaris didefinisikan geb#erikut: “Notaris
adalah pejabat umum yang berwenang membuat aktatikotean
kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam gnadatang ini”.

Istilah pejabat umum disini menurut Soegondo N&oe€jo adalah
seorang yang diangkat dan diberhentikan oleh petaéridan diberi
wewenang dan kewajiban untuk melayani publik datahtertentu karena
la ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yangurbber pada
kewibawaan dari pemerintah. Dalam jabatannya tensirauatu sifat dan
ciri yang membedakannya dari jabatan-jabatan lamtalam masyarakat.

Notaris dalam menjalankan tugas kewenangannya sehzgabat
umum memiliki ciri utama yaitu pada kedudukannyas{ginya) yang
tidak memihak dan mandiri (independen), bahkan deriggas dikatakan
“bukan sebagai salah satu pihak”.

Pada hakekatnya Notaris selaku pejabat umum, hamyal
mengkonstatir ataunerelateer atau merekam secara tertulis dan otentik
dari perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentindéotaris tidak
berada didalamnya, ia adalah orang luar, yang mkék perbuatan
hukum itu adalah pihak-pihak yang membuat sert@ yankat dalam dan
oleh isi perjanjian, adalah mereka pihak-pihak yadrerkepentingan,
inisiatif terjadinya pembuatan akta berada padakpihak. Oleh karena
itu akta Inotaris atau akta otentik tidak menjamin bahwa lpihiak
“berkata benar” tetapi yang dijamin bahwa pihakagilfbenar berkata”

seperti yang termuat dalam akta perjanjian.

%0 SjaifurrachmanAspek Pertaggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, (Bandung:
CV Mandar Maju, 2011), hal 65.
> bid,
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2.5.2 Pengangkatan Notaris
Sebelum menjalankan jabatan dan kewenangan seoncdags, maka
seorang calon notaris harus mengurus izin pengéagkeotaris. Dalam
pasal 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentahgtdn Notaris,
berbunyi: “Notaris diangkat dan diberhentikan ol\déénteri”.
Notaris diwajibkan untuk memiliki surat izin pengggatan notaris,
dimana pengangkatan dan pemberhentian notarisuéléakoleh menter
Selanjutnya dalam pasal 3, syarat untuk dapat Ka&ngnenjadi
Notaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undadaag Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu:
Warga Negara Indonesia.
Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Berumur paling sedikit 27 tahun.
Sehat jasmani dan rohani.

Berijazah Sarjana Hukum dan lulusan strata duatkeatan.

S aawme N -

Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah [aekeebagai
karyawan notaris dalam waktu 12 bulan berturutttygada kantor
notaris atas prakarsa sendiri atas rekomendasiniseg notaris
setelah lulus strata dua kenotariatan.

7. Tidak berstatus pegawai negeri, pejabat negarapkadlvatau tidak
sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-gnddarang
untuk dirangkap dengan jabatan notaris.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Notaebagai
pejabat umum dalam menjalankan tugasnya wajib nmgykgé sumpabh.
Dalam pasal 4 ayat 1 undang-undang Nomor 30 Tal@# 2entang
Jabatan Notaris dinyatakan bahwa, “Sebelum merjatanabatannya,
Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agg@a dihadapan

Menteri atau pejabat yang ditunjuk”.

°2 Santia Dewi, Fauwas DiradjBandua Teori dan Praktik Notaris, (Yogyakarta: Pustaka
Yustisia, 2011), hal 23.
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25.3 Kewajiban Notaris

Notaris diharapkan mampu menyimpan atau merahasiaegala
keterangan atau ucapan yang diberikan di hadapaseiysébungan dengan
pembuatan akta. Menjaga kerahasiaan itu merupakiah satu bentuk
kewajiban notaris sebagaimana ditetapkan oleh @gidadang. Notaris
juga harus bertindak jujur, saksama, mandiri, tidegkpihak, menjaga
kepentingan yang terkait dalam perbuatan hukum, lmeeikan pelayanan
sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang kedalalasan untuk
menolaknya, serta menerima magang calon notarig yaja merupakan
kewajiban notaris dalam menjalankan jabatartiya.

Kewajiban notaris bila dikaitkan dengan akta yailgudtnya, maka
notaris berkewajiban untuk (pasal 16 ayat 1 Undandang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notatfs):

1. Membuat akta dalam bentuk minuta dan menyimpangseldzagian
dari protokol notaris.

2. Mengeluarkan grosse, salinan, kutipan akta berkasaninuta akta.

3. Menijilid akta yang telah dibuatnya dalam satu butaenjadi buku
yang memuat tidak lebih dari 50 akta dan jika junmakta tidak dapat
dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijl@hjadi lebih dari
satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan thhun
pembuatannya pada sampul setiap buku.

4. Membuat daftar akta protes terhadap tidak dibayaratau tidak
diterimanya surat berharga.

5. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiatinmewaktu
pembuatan akta setiap bulan.

6. Mengirim daftar akta atau daftar nihil yang berlkamalengan wasiat
ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dagguag
jawabnya dibidang kenotariatan dalam waktu 5 hadap minggu

pertama setiap bulan berikutnya.

*3bid, hal 10.
*Ibid, hal 11.
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7. Mencatat dalam repertorium, tanggal pengirimanadaftasiat pada
setiap akhir bulan.

8. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Neganauliik
Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya diafis nama,
jabatan, dan tempat kedudukan notaris.

9. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dibbsdirpaling
sedikit 2 orang saksi dan ditandatangani pada gaajuga oleh
penghadap, saksi, dan notaris.

Akta yang telah dibuat wajib dibacakan oleh notgyaa waktu
penandatanganan, karena kalau tidak maka akta tgdatg dibuat hanya
mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibaisaban. Bila
penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakaen&apenghadap
telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahamyaisimaka ada
beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar aktpbersangkutan tetap
mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otesgil@gaimana diatur
dalam pasal 16 ayat 7 dan 8 Undang-Undang Nomof&tun 2004
tentang Jabatan Notaris yaitu pada bagian akhér pdtutupan akta harus
dinyatakan hal tersebut dan setiap halaman mirkitaveajib diparaf oleh

penghadap, saksi, dan notaris.

Larangan Notaris
Dalam menjalankan jabatan notaris ada beberapaganayang tidak
boleh dilanggar oleh seorang notaris.
Larangan terhadap notaris terdapat dalam pasal idang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu:
1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hamij& berturut-turut
tanpa ada alas an yang sah.
3. Merangkap sebagai pegawai negeri.
4. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara.

*bid, hal 12.
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5. Merangkap jabatan sebagai advokat.

6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawaarBadsaha
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Bad#saha Milik
Swasta.

7. Merangkap jabatan sebagai pejabat Pembuat aktd TBRFaAT) diluar
wilayah Jabatannya.

8. Menjadi Notaris Pengganti.

9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengaman agama,
kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempendegbbrmatan dan
martabat jabatan notaris.

Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya berdalam
pengawasan menteri yang dilimpahkan kepada majpésgawas,
pengawasan tersebut bertujuan agar kewajiban, lewean, dan larangan
yang telah ditetapkan oleh undang-undang (dalanmhélndang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris) tidigknggar atau

disalahgunakar®

Akta Otentik dengan Akta Dibawah Tangan

Menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat ydibgri tanda
tangan yang memuat peristiwa-peristiva yang mengidiar suatu hak
atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengargagenuntuk
pembuktian. Demikian akta merupakan surat yangnd@tngani, memuat
peristiwa-peristiwva atau perbuatan hukum dan digana sebagai
pembuktiarr”

Akta dapat dibedakan menjadi dua macam akta, yaitu:
1. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat tidek atau tanpa

perantara seorang pejabat umum, melainkan dibuatitEndatangani

sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.

56 ||
Ibid, hal 13.
>’ SjaifurrachmanAspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, hal 99.
%8 Santia Dewi, Fauwas DiradjBandua Teori dan Praktik Notaris, (Yogyakarta: Pustaka
Yustisia, 2011), hal 36.
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2. Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalamtute yang
ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh ataaddipan pegawai-
pegawai umum Yyang dikuasakan untuk itu ditempatadsn akta
dibuatnya (pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukund&ta).

Akta salah satu fungsinya sebagai alat bukti, @étemgutnya mengenai
alat bukti ini di dalam Kitab Undang-Undang Hukumrdéata diatur dalam
ketentuan pasal 1866, yang terdiri dari:

1. Tulisan

2. Saksi-saksi

3. Pengakuan

4. Sumpah
Selanjutnya mengenai syarat yang harus dipenutaysupurat dapat

disebut sebagai akta dan memiliki kekuatan pemankierhadap adanya

perbuatan hukum vyang telah dilakukan oleh para kpihang
berkepentingan, maka akta tersebut harus memertsyaratart’

1. Surat itu harus ditandatangani

2. Surat itu harus memuat peristiwa-peristiva yang jagrdasar suatu
hak atau perikatan, dan

3. Surat itu harus diperuntukan sebagai alat bukti
Keharusan penandatanganan ini sesuai dengan laatedélam pasal

1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mekantbahwa®

“Suatu akta yang karena tidak berkuasanya atawk tikkapnya
pegawai dimaksud karena cacat dalam bentuknya tidagat
diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikiaampunyai
kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan jika suesebut
ditandatangani oleh para pihak.”

Apabila suatu surat tersebut adalah akta, namuankasuatu hal,
misalnya cacat dalam bentuk atau sebab lain yarakibat cacatnya suatu

akta, meskipun akta tersebut otentik otomatis kmErumenjadi akta

%9 |bid,
%9 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), pasal 1869.
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dibawah tangan bagi pihak-pihak yang menandatarajaaiakta tersebut,
sehingga kekuatan pembuktiannya dibawah akta &tenti

Surat itu harus memuat peristiwva yang menjadi dasatu hak atas
perikatan, maksudnya bahwa surat itu harus bensgtatu keterangan
yang dapat menjadi bukti yang dibutuhkan oleh paraak yang
menandatanganinya.

Surat terebut digunakan sebagai alat bukti hakg yimaksud adalah
setiap orang yang merasa haknya dilanggar, makais hatapat
membuktikan bahwa haknya telah dilanggar.

Berdasarkan pendapat umum yang dianut pada sektiap osentik
demikian juga pada akta notaris mempunyai tiga &tku pembuktian
yaitu®*

1. Kekuatan pembuktian lahiriah

Kemampuan lahiriah otentik merupakan kemampuan aikia
sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagaica&tdik. Dalam
hal ini beban pembuktian ada pihak yang menyarkgatentikan akta
terebut, parameter untuk menentukan akta notalagse akta otentik
yaitu tanda tangan dari notaris yang bersangkinaik, yang ada pada
minuta dan salinan dan adanya awal akta mulai jdatl sampai
dengan akhir akta.

Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriakta tersebut
harus dilihat apa adanya, secara lahiriah tidakupdipertentangkan
dengan alat bukti yang lain, jika ada yang merhbiahwa suatu akta
notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta otentileka yang
bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebcéra lahiriah
bukan akta otentik. Penilaian pembuktiannya hardasadrkan kepada
syarat-syarat akta sebagai akta otentik, pembulgteharus dilakukan
melalui gugatan ke pengadilan.

2. Kekuatan pembuktian formil

®1 SjaifurrachmanAspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, hal 115.

Perjanijian kredit..., Dewika Shafira, FHUI, 2012 Universitas Indonesia



39

Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa skej@adian
dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilaku@lh notaris atau
diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada& gang
tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yatah dditentukan
dalam pembuktian akta. Secara formal untuk memkaktkebenaran
dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahpwkul, atau
menghadap, dan identitas dari pihak yang menghgdapf dan tanda
tangan para pihak/penghadap, saksi-saksi notagsjikéhn juga
tempat dimana akta dibuat, serta membuktikan apag yailihat
disaksikan, didengar oleh notaris pada akta péjadran acara dan
mencatat keterangan atau pernyataan para pihakipéag pada akta
pihak.

Apabila aspek formal dipermasalahkan oleh para kpitmaka
harus dibuktikan dari formalitas dari akta, yaitiards dapat
membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulahura dan para
pihak waktu menghadap, membuktikan ketidakbenarareka yang
menghadap, tempat dimana akta itu dibuat, membarktik
ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dderdjar notaris, juga
harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyat@ank&terangan
para pihak yang diberikan/disampaikan dihadapanarispt dan
ketidakbenaran tanda tangan dari para pihak, sak&iris atau ada
prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan.

. Kekuatan pembuktian materiil

Merupakan kepastian materi suatu akta, karena apg tersebut
dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadegk-pihak
yang membuat akta atau mereka yang mendapatkandmakerlaku
untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. tesigan atau
pernyataan yang dituangkan dalam akta atau ketamnapgra pihak
yang disampaikan dihadapan notaris harus dinilaabé&erkata yang
dikemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlakiagabyang benar

atau setiap orang yang datang menghadap notarisg yan
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kemudian/keterangan dituangkan dan akta harusaditelah benar
berkata.

Akta yang dibuat notaris mempunyai peran pentindarda
menciptakan kepastian hukum dalam setiap hubung&onh, sebab
akta notaris besifat otentik, dan merupakan al&tildarkuat tepenuh
dalam setiap perkara yang terkait dengan aktaisdg&sebuf?

Fungsi akta yang paling penting adalah akta sebadai
pembuktian. Dibuatnya akta oleh para pihak yanigaedalam suatu
perjanjian ditujukan untuk pembuktian di kemudiamih

Menurut pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Pardat
menentukan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakutangan
tulisan-tulisan otentik, maupun dengan tulisan @iatangan.

Persamaan dari akta dibawah tangan dengan aktéikoteitu
dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dan benkenértulis,
sedangkan perbedaannya yaitu dari kekuatan perabuokg®’

Perbedaan yang prinsip antara akta otentik dengtn dadbawah
tangan terletak padi:

1. Akta otentik mempunyai tanggal yang pasti, sedangkda dibawah
tangan tidak ada jaminan tanggal pembuatannya.

2. Grosse akta dari akta otentik untuk pengakuan uteengan frase
dikepala akta demi keadilan berdasarkan Ketuharemmg¥YVaha Esa,
mempunyai kekuatan eksekutorial seperti halnya gautipengadilan,
sedangkan akta dibawah tangan tidak mempunyai kakua
eksekutorial.

3. Minuta akta otentik adalah asrip Negara, kewenagetaris
menyimpan akta, tidak boleh hilang, sedangkan dkiawah tangan
kemungkinan hilangnya sangat besar.

4. Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurnatareyn yang
termuat didalamnya, pasal 1870 Kitab Udang-Undanguirh Perdata

%2 SjaifurrachmanAspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, hal 7.
83 Santia Dewi, Fauwas DiradjBanduan Teori dan Praktik Notaris, hal 37.
%4 SjaifurrachmanAspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, hal 118-119.
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artinya apabila satu pihak mengajukan suatu algatitt hakim harus
menerimanya dan menganggap apa yang dituliskanaldind akta

tersebut sungguh telah terjadi sesuatu yang bessalangkan akta
dibawah tangan dalam hal ini perjanjian, apabildaki yang

menandatangani tidak menyangkal maka akta dibaaragah tersebut
memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan aikhtik

yaitu sebagai bukti yang sempurna (pasal 1875 Kitdang-Undang
Hukum Perdata). Tetapi apabila tanda tangan tersifangkal, maka
pihak yang mengajukan tersebut wajib membuktikamekaran tanda
tangan tersebut, hal tersebut merupakan sebaltkayakta otentik.

2.5.6 AktaNotariil

Merurut pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Pardatebutkan:
“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibudardabentuk yang
ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan #&efdlmum yang
berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

Apabila suatu akta hendak ingin memperoleh steropatsitas, hal
mana terdapat pada akta notaris, maka menurut tkaterdalam pasal
1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, akta yangpingkutan harus
memenuhi persyaratan sebagai berfRut:

1. Akta itu dibuat “oleh” atau “di hadapan” seorangatat umum;

2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukdeh undang-
undang;

3. Pejabat umum oleh-atau dihadapan siapakah aktdilwat, harus
mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Sepanjang wewenang yang harus dipunyai oleh pejabam untuk
membuat suatu akta otentik, seorang notaris haoleh bmelakukan atau
menjalankan jabatannya dalam seluruh daerah yaegtakan baginya
dan hanya di daerah hukum ia berwenang. Akta y#mngatioleh seorang
notaris di luar daerah hukumnya (daerah jabatareyalph tidak sah.

% G.H.S. Lumban Tobinderaturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1983), hal 48.
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Wewenang notaris meliputi 4 hal yaft:

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangtauyang dibuat
itu;

2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai oramngny), untuk
kepentingan siapa akta itu dibuat;

3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai techpana akta itu
dibuat;

4. Notaris harus berwenang mengenai waktu pembuataritek

Apabila salah satu persyaratan tidak dipenuhi mak#& yang
dibuatnya itu adalah tidak otentik dan hanya mengaukekuatan seperti
akta yang dibuat dibawah tangan, apabila aktaiitindatangani oleh para
penghadaf’

Sedangkan dalam pasal 1 angka 7 undang-undang Nedndahun
2004 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pengeatdan notaris yaitu
“Akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris tduklekan sebagai akta
otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetap#aam Undang-
undang ini”.

Dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 200dartg
Jabatan Notaris, ditentukan setiap akta notaririefari:®®
1. Awal akta atau kepala akta terdiri dari:

a. Judul akta, pokok materi dari perjanjian.

b. Nomor akta; berupa angka 1 dan seterusnya.

c. Jam, hari, tanggal, bulan, tahun dimana saat aktibuat; dan

d. Nama lengkap dan kedudukan notaris.

2. Badan akta memuat:

a. Komparisi; didalamnya tercantum nama lengkap (tidakeh

disingkat), alamat, status/jabatan, kapasitas &tawenangannya

selaku penghadap.

®® | bid,hal 49.

®71bid, hal 50.

% A.A. Andi Prajitno,Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Sapa Notaris di Indonesia?,
(Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2010), h&%8-
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b. Premise; di dalamnya tercantum data pokok atau udaigi yang
dikehendaki oleh pihak secara ringkasatau singkatungkinkan
pula terdapat nama saksi pengenal atau yang dipeRen oleh
penghadap lengkap dengan data-datanya.

c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginanpillaak yang
berkepentingan. Dengan menggunakan peraturan/atatam
ketentuan atau syarat-syarat yang dipakai, didetugkan
diputuskan oleh pihak (-pihak) dicantumkan berupsappasal
yang menentukan waktu, hak dan kewajiban, sanksmigili
hukum.

d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta ppekerjabatan,
kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap spksigenal.

3. Akhir atau penutup akta memuat:

a. Uraian tentang pembacaan akta.

b. Uraian tentang penandatangan dan tempat penaneataaigu
penterjemahan akta apabila ada.

c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjgabatan,
kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap sak&a.

d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terfalam
pembuatan akta atau uraian tentang adanya perulyangndapat
berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 30 Tahun 20ddang
Jabatan Notaris, disebutkan juga penghadap harusem#i syarat
sebagai berikut:

1. Paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah,

2. Cakap melakukan perbuatan hukum,

3. Penghadap harus dijkenal oleh notaris atau dipatken kepadanya
oleh 2 orang saksi pengenal yang berumur palinikisd® tahun atau
telah menikah dan cakap melakukan perbuatan humtau a
diperkenalkan oleh 2 orang penghadap lainnya,

4. Pengenalan tersebut dinyatakan secara yegas diaahlildlam akta.
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Dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 200darig

Jabatan Notaris disebutkan juga:

1. Setiap akta yang dibacakan oleh notaris harus gil@ading sedikit 2

orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangsgatur lain,

. Saksi sebagaimana dimaksud harus memenuhi sydirag padikit 18

tahun atau telah menikah, cakap melakukan perbuatakum,
mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, dapatbomihkan
tanda tangan dan paraf, tidak mempunyai hubungdtapwean atau
hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau kealbaanpa
pembatasan derajat dan garis kesamping sampaatikediga dengan

notaris atau para pihak,

. Saksi sebagaimana dimaksud diatas harus dikenhl radearis atau

diperkenalkan kepada notaries atau diterangkamrignidentitas dan
kewenagannya kepada notaries oleh penghadap,

. Pengenalan atau pernyataan tentang identitas daenkgan saksi

dinyatakan secara tegas dalam akta.

Apabila ketentuan dalam pasal 39 dan pasal 40 Unteang

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidgkendhi, maka
berdasarkan pasal 41 Undang-Undang pasal 30 Tab0d fentang
Jabatan Notaris akta tersebut hanya mempunyai tekusembuktian

sebagai akta dibawah tangan.

2.6 Perjanjian Kredit Investas Perbankan Ditinjau Dari Asas-asas Dalam

26.1

Perjanjian
Subjek Hukum Dalam Perjanjian Kredit I nvestasi

Dalam dunia hukum, subjek hukum adalah suatu bagang

mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan hukaik perbuatan
sepihak maupun perbuatan dua pihak. Pada dasautjak hukum terdiri

dari manusiar{atuurlijke persoon) dan badan hukunméchtspersoon).®®

%9 H.R. Daeng NajaHukum Kredit dan Bank Garansi, hal 25.
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1. PT Bank UOB Buana sebagai subjek hukum

PT. Bank UOB Buana (Bank UOB Buana) merupakan debua
perusahaan yang bergerak dibidang perbankan yanglikigaringan
yang cukup luas yang tersebar di berbagai propimonesia. Bank
UOB didirikan dengan anggaran dasar yang telah alang beberapa
kali perubahan dan terakhir kali dengan akta tgdah 19 Januari
2007 yang dibuat dihadapan Fatiah Helmi Sarjanaunykdan telah
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Haki Adasusia
Republik Indonesia sesuai dengan surat keputusatemenggal 29
Januari 2007 nomor W7-01036 HT. 01.04.-TH. 2007 dalah
didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Suku Dinasnéesirian dan
Perdagangan tertanggal 14 Febuari 2007 nomor
327/RUB.09.05/11/2007.

Dalam hal Bank UOB Buana menyalurkan kredit, Ban®BJ
Buana bertindak sebagai pihak kreditur atau pihekgymemberikan
kredit.

Penandatanganan perjanjian kredit diwakili olehgiman cabang
Bank UOB Buana berdasarkan surat kuasa yang dereriertindak
untuk dan atas nama PT. Bank UOB Buana, yang sétgmyj disebut
sebagai pihak Bank dalam perjanjian kredit.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa Bank UOB Buaregsebubjek
hukum yang berbentuk badan hukum dan dapat mengadhaloungan
hukum dengan calon debitur perseorangan maupum lradam.

2. Pihak Debitur

Melihat pada kenyataan prakteknya, subjek hukunagalpihak-

pihak dalam suatu perjanjian kredit yaitu perorangin badan

hukum.
2.6.2 Prosedur Pemberian Kredit Investas oleh Bank UOB Buana

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 3/1(P®&l tanggal

18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenaikidas permohonan

Perjanijian kredit..., Dewika Shafira, FHUI, 2012 Universitas Indonesia



46

kredit dilakukan dengan pengisian formulir stangang ditetapkan oleh
bank sekurang-kurangnya memuat informasi tentaagsthukum dari
usaha yang dimaksud, surat ijin usaha atau ijinia dari instansi yang
berwenang, nama dan spesimen tanda tangan, aldtatgrangan
mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana. Déiaapggerlukan,
bank dapat meminta dokumen lain misalnya laporanakgan calon
nasabah, dan informasi kepada calon nasabah menigebangannya
dengan bank laif?

Berdasarkan ketentuan diatas, untuk memperolehitkpada Bank
UOB Buana, calon debitur harus memenuhi persyadaanrmenyerahkan
dokumen vyang diperlukan oleh bank untuk digunakagbagai
data/informasi debitur.

1. Persyaratan Debitur

a. KTP debitur/suami/isteri/penjamin dan suami/is#njamin yang

masih berlaku,

b. Kartu keluarga,

c. Akta/surat Nikah bagi yang telah menikah atau swetai,

perjanjian kawin jika suami isteri membuat perjanjkawin,

d. SBKRI atau SKKRI debitur perorangan atau badan asSaldan

hukum Indonesia sudah pengesahan dari instansib@mgenang,

e. Calon debitur telah menjadi hasabah UOB Buana minirselama

3 (tiga) bulan,

f.  Memiliki surat ijin usaha perdagangan (SIUP) at#. S
2. Dokumen yang Harus Diserahkan

a. Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya hinggay y

terakhir,

b. Surat ljin Usaha,

c. Neraca dan Perincian Rugi-Laba (bilamana ada),

d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),

"0 Bank IndoneisaPeraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001,
tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Pasal 4 dan pasal 5.
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e. Rekening Koran/Tabungan selama 3 bulan terakhir,

f. Sertipikat, Akta Jual Beli, IMB, Denah Bangunan dBukti
Pembayaran PBB untuk jaminan berupa tanah dan hangu

3. Permohonan kredit

Bank UOB Buana merinci mengenai permohonan yarakullan

oleh debitur melalui beberapa tahapan:

a. Calon debitur melakukan permohonan kredit secatalige Surat
permohonan tersebut harus dilampiri dengan dokusoémmen
yang dipersyaratkan. Surat permohonan dan dokuraepitan
tersebut akan disampaikan kep&usiness Unit.

b. Business Unit akan meproses permohonan kredit calon debitur.

Proses untuk memperoleh data dan informasi ke paloiéud ini
termuat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3BI(ZB01
tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip &faig

Nasabah, yang menyatakan bank wajib mempunyai diedn

tentang penerimaan dan identifikasi calon nasals@kurang-

kurangnya mencakup hal-hal beriKat:

1) Permintaan informasi mengenai calon nasabah ariéana
identitas calon nasabah, maksud dan tujuan hubuogaha
yang akan dilakukan oleh calon nasabah dengan bank,
informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat
mengetahui profil calon nasabah.

2) Permintaan bukti-bukti identitas dan dokumen pendgk
informasi dari calon nasababh.

Dalam hal ini identitas calon nasabah, surat ijsaha
perdagangan, Nomor Pokok Wajib Pajak, bukti peland3BB
atas tanah dan bangunan yang diagunkan, rekennag ledau
tabungan selama 3 bulan terakhir, laporan keuangan.

3) Penelitian atas kebenaran bukti-bukti identitas dakumen
pendukung informasi dari calon nasabah. Dalam pkakfa,

bid,
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penelitian yang dilakukan oleh Bank UOB Buana ialengan
melakukan survei ke tempat calon nasabah debitdukun
melihat kebenaran dari data permohonan kredit sedbhat
aktivitas usaha calon nasabah debitur.

4) Apabila dipandang perlu dapat dilakukan wawancamagen
calon nasabah atas kebenaran informasi, bukti-bd&ntitas
dan dokumen pendukung calon nasabah.

5) Menolak calon nasabah yang tidak memenuhi keleragkap
informasi, bukti-bukti identitas, dan dokumen péekahg
lainnya dan/atau diragukan kebenarannya.

4. Analisis Kredit
Untuk kredit investasi, bank harus menyampaikan lisiga
kebutuhan investasi berupa perhitungan dan penneggara cermat
atas investasi yang diperluk&n.
Dalam analisis ini banyak aspek yang akan dinidtiuy’®
a. Aspek Hukum
Aspek hukum adalah penilaian terhadap keaslian dan
keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pamiaediit.

Penilaian terhadap dokumen-dokumen tersebut dikku&leh

pejabat atau lembaga yang berwenang. Dalam haleimjecekan

terhadap legalitas barang jaminan yang akan diaguoleh calon
nasabah. Pengecekan terhadap legalitas barangajanbierupa
tanah dan bangunan dilakukan oleh Pejabat Pemiktat Fanah

di Kantor Badan Pertanahan Nasional di mana tefapahan itu

berada.

b. Aspek pasar dan pemasaran
Dalam aspek ini yang akan dinilai adalah prospethasyang

dijalankan oleh pemohon kredit untuk masa sekamdenry akan

2 Thomas Suyatnd)asar-Dasar Perkreditan, hal 75.
3 HermansyahtHukum Perbankan Nasional Indonesia, hal 66-67.
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datang.Hal ini berkaitan dengan usaha yang dijalankan o&bn
debitur.
c. Aspek keuangan
Dalam aspek ini yang dinilai dengan menggunakarlisima
keuangan adalah laporan keuangan yang termuat aedeana dan
laporan laba rugi yang dilampirkan. Hal ini perlaréna dengan
adanya laporan keuangan dan laporan laba rugi, tdapa
memperlihatkan pendapatan usaha serta biaya-biagag y
dikeluarkan calon debitur dalam menjalankan usahanya. Dari
laporan ini bank dapat menilai kemampuan calontaebintuk
melunasi hutang.
d. Aspek teknis/operasional
Penilaian terhadap aspek teknis/operasional untrijatankan
usahanya, misalnya mengenai lokasi tempat usalwam chdbitur
stategis atau tidak, kondisi gedung yang sekaraegndati untuk
menjalankan usahanya, serta sarana, dan prasaianga yang
mendukung berjalannya usaha tersebut seperti téssfasilitas
yang disediakan agar konsumen merasa nyaman.
e. Aspek manajemen
Penilaian terhadap aspek manajemen ini adalah unarklai
pengalaman dari usaha yang dijalani dari pemoheditkdalam
mengelola kegiatan usahanya agar menjadi majumdala ini
termasuk sumber daya manusia yang ahli dibidangnya,
mengadakan acara-acara tertentu, dan promosi-promos
f. Aspek sosial ekonomi
Digunakan untuk melakukan penilaian terhadap dangaak
kegiatan usaha yang dijalankan oleh calon debitusisnya bagi
masyarakat baik secara ekonomis maupun sosial.
Apabila berdasarkan data/informasi serta hasilesuyank menilai

calon debitur mempunyai reputasi serta prospekisigang baik,
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maka business unit akan membuat proposal yang kemudian akan
diberikan kepadaredit approver atau penyetuju kredit.

Operasional kredit terdiri dari beberapa bagiantuyappraisal,
legal, administrasi dan pelaporan. Bagappraisal akan melakukan
taksasi nilai jaminan terhadap jaminan yang akgareakan oleh calon
debitur sebagai agunan.

Untuk melakukan taksasi ini bank bekerja sama depgausahaan
tim penilai yang independen. Berdasarkan PeratBanmk Indonesia
Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas AatiBank Umum
Pasal 38 ayat 7, Penilai independen adalah perasatemilai yand?

a. Tidak merupakan pihak terkait dengan bank

b. Tidak merupakan kelompok peminjam dengan debitur

c. Melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode mifesi dan
ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh instytaisg berwenang

d. Menggunakan metode penilaian berdasarkan standafespr
penilaian yang diterbitkan oleh institusi yang bemang

e. Memiliki ijin usaha dari institusi yang berwenangtuk beroperasi
sebagai perusahaan penilai

f. Tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui iokhusi yang
berwenang

Penilaian harga jaminan tanah yang dilakukan oleh genilai
didasarkan pada harga pasaran tanah yang sekaealadiuh untuk
penilaian bangunan, menggunakan harga pada wakbhguban
tersebut di banguf?.

Setelah menerima hasil laporan dappraisal, business unit akan
menyerahkan proposal beserta dengan taksasi m@hainan yang
diberikan appraisal yang kemudian diserahkan kepadaedit

approver.

" peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2G88tang Penilaian Kualitas Aktiva Bank
Umum, pasal 38 ayat 7.

5> Chandra SantosoBusiness Unit Manager Bank UOB Buana, wawancara dengan penulis,
Bank UOB Buana Asemka, Jakarta, 15 Oktober 2011.
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5. Persetujuan Atas Permohonan Kredit

Setelah menerima proposal dan perhitungan nilainjam credit
approver akan meninjau ulang apakah kredit yang dimohoh céddéon
debitur tersebut layak diberikan atau tidak

Peninjauan wulang dilakukan oletcredit approver untuk
menghindari kredit bermasalah di kemudian hari. KBamarus
mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggugsebah
debiturnya untuk melunasi kewajibanya sesuai dengamg
diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebsgbelum
memberikan kredit, bank harus melakukan penilaiangyseksama
terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan gkospaha
nasabah debituP.

Apabila credit approver menolak makabusiness unit akan
menghubungi calon debitur bahwa permohonannyaaditol

Penolakan pemberian kredit dikarenakan calon debitdiak
memenuhi ketentuan kredit sepéfti:

a. Nilai jaminan tidak sesuai dengan jumlah kredit.

b. Letak jaminan tidak sesuai yang diharapkan bank.

c. Prospek usaha calon debitur kurang bagus.

d. Bank ragu atas kemampuan calon debitur untuk meantayang.
e. Bisnis yang dijalankan calon debitur adalah bisaiarang.

f. Aktivitas rekening di bank kurang akitif.

Apabila credit approver setuju untuk memberikan kreditredit
approver akan memberikan surat persetujuan kredit kepmdaness
unit.

Persetujuan yang diberikaapprover credit didasarkan pada
keyakinan terhadap jaminan yang diberikan calontadielbisnis yang
dijalankan adalah bisnis yang legal dibuktildengan surat ijin usaha,
bank berkeyakinan atas kemampueadon debiturdalam melunasi

® Penjelasan pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomorfh0riT1998
" Chandra Santosdylanager Business Unit Bank UOB Buana,
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hutangnya dengan melihat laporan keuangan danitaktirekening di
bank aktif, dan melihat prospek usaha yang dijaan&alon debitur
cukup bagus.

. Penyerahan Surat Penawaran Kré0ftering Letter)

Setelah mendapat persetujuan dapprover, business unit akan
memberitahu calon debitur sekaligus menyeraldtgening letter atau
surat penawaran kredit (SPK) serta meminta data-tetjutan dari
calon debitur seperti sertifikat asli, IMB, aktajweli, blue print dan
data-data lain yang belum dilengkapi oleh caloritdeb
Isi dari SPK ini terdiri dari:

Identitas para pihak.

Fasilitas kredit yaitu kredit investasi.
Jangka waktu kredit.

Bunga kredit.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon debitu

=~ ® 2 o T p

Jaminan kredit.

Jika calon debitur setuju, maka calon debitur ak@mgembalikan
SPK tersebut kepadausiness unit serta menyerahkan data-data yang
diminta olehbusiness unit.

Business unit akan menyerahkan SPK beserta data-data tersebut
kepada operasional kredit untuk kemudian diperitan oerasional
kredit menyerahkan data-data tersebut kepada PRIk uiperiksa
kebenarannya.

Setelah diperiksa dan ternyata tidak ada masalpbrasional
kredit memberitahukabusiness unit.

. Penandatanganan Perjanjian Kredit

Business unit akan menghubungi debitur dan memberitahukan
jadwal pengikatan atau penandatanganan perjanjetitikya.

Sesuai dengan surat keputusan direksi Bank Indanissimor
27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, bahwa sep&mberian

kredit harus dituangkan dalam perjanjian krediasgdertulis. Bentuk
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dan formatnya diserahkan kepada masing-masing bantuk

menetapkan, namun minimal harus memperhatikan dakabagai

berikut:"®

a. Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat
melindungi kepentingan bank.

b. Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayarambali
kredit, serta persyaratan kredit lainnya sebaga@mditetapkan
dalam keputusan persetujuan kredit dimaksud.

Dalam praktek, setiap bank telah menyediakan bla(fkomulir,
model) perjanjian kredit, yang isinya telah disiapkterlebih dahulu.
Formulir ini diserahkan kepada setiap pemohon kreldinya tidak
diperbincangkan dengan pemohon. Kepada pemohonahdinyintakan
pendapatnya apakah dapat menerima syarat-syargt tgasebut dalam
formulir atau tidak. Hal tersebut menentukan batpeganjian kredit di
dalam praktek tumbuh sebagai perjanjian stan¢saddard contract).”

Perjanjian kredit yang distandardkan ini diperlukartuk memenuhi
kebutuhan yang sifatnya praktis dan koleRdif.

Begitu juga dengan perjanjian kredit Bank UOB Budeagan calon
debitur merupakan perjanjian baku karena isi darjgmjian itu sudah
ditentukan secara sepihak oleh Bank UOB Buana. tDebhanya
ditanyakan pendapatnya apakah dapat menerima gtak ketentuan
dalam perjanjian kredit.

Kebebasan berkontrak adalah kebebasan seluas-4uasmg oleh
undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk gaclkan
perjanjian tentang apa saja asalkan tidak bertgatamlengan peraturan
perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umimbebasan
berkontrak ini dapat dilihat pada pasal 1338 ayHitdb Undang-Undang

Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa semua yangtdilecara sah

" Djoni S. Gazali, Rachmadi Usmamnkum Perbankan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal
328.

¥ Mariam Darus badrulzamaRerjanjian Kredit Bank, hal 35.

8 Djoni S. Gazali, Rachmadi Usmatiukum Perbankan, hal 321.
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berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatidgh.ini jelas
bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan penanji@nentukan
objeknya, menentukan bentuk perjanjiannya, menantalengan siapa ia
mengadakan perjanjian. Perjanjian kredit antar&kB#DB Buana dengan
debitur secara sah berlaku mengikat bagi merekg y@mbuatnya seperti
suatu undang-undang. Dalam perjanjian kredit iragestang dibuat oleh
Bank UOB Buana dengan calon debitur tidak mengag@sas kebebasan
berkontrak karena perjanjian tersebut isinya tel@gbntukan oleh salah
satu pihak saja yaitu pihak bank dan kepada debiumya dimintakan
pendapatnya saja.

Perjanjian kredit investasi ini telah memenuhi ayasahnya suatu
perjanjian. Berdasarkan pasal 1320 Kitab UndangngdHukum Perdata,
untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan syaratiysgpakat mereka yang
mengikatkan diri, cakap untuk membuat suatu peganjmengenai hal
tertentu, suatu sebab yang halal.

Perjanjian kredit investasi antara Bank UOB Buamggan calon
debitur telah memenuhi ketentuan tersebut yaituga@ienadanya “Kata
Sepakat” antara kedua pihak untuk mengadakan pianaredit, maksud
dari kata sepakat disini adalah calon debitur likasenenerima syarat-
syarat yang dibuat oleh Bank UOB Buana. Kesepaktdkah tercapai
pada saat nasabah debitur membubuhkan tanda tam@ggada akta
perjanjian kredit investasi.

Adanya unsur “Cakap”, dimana pihak-pihak yang meagan
perjanjian kredit adalah suatu subjek hukum yambpérduk badan hukum
atau orang yang cakap untuk melakukan tindakan rhukdalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan orang ya@pc untuk
melakukan tindakan hukum adalah orang yang telalasie 21 tahun dan
tidak berada dalam pengampuan. Menurut pasal 39amgptdndang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris oramg yelah dewasa
itu paling sedikit telah berumur 18 tahun atauhed@enikah. Perjanjian

kredit yang dibuat ini memenuhi unsur cakap yaitoiak bank adalah
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badan hukum yang telah memperoleh status badanrhdiu kementrian
hukum dan hak asasi manusia, sedangkan pihak debilah orang yang
telah dewasa dan tidak dalam pengampuan.

Adanya “hal tertentu”, maksudnya apa yang dipeifanj hak-hak
dan kewajiban kedua belah pihak harus jelas supsradapat kepastian
hukum bagi kedua belah pihak yang mengadakan peanarPerjanjian
kredit ini digunakan untuk melakukan pinjaman kredi

Memenuhi unsur "sebab yang halal”, dimana isi garjanjian tidak
boleh bertentangan dengan undang-undang, kesustlaanketertiban
umum. Tujuan dari perjanjian Kredit ini adalah dniovestasi konstruksi.

Notaris dalam perjanjian Kredit Investas

Kebutuhan hukum dalam masyarakat dapat dilihat aergemakin
banyaknya bentuk perjanjian yang dituangkan dalaatusakta notaris,
dimana notaris merupakan salah satu pejabat umamb@wenang untuk
membuat akta otentik dan kwenangan lainnya sebagandimaksud
dalam undang-undang.

Perjanjian kredit investasi ini dibuat dengan gleganjian kredit yang
dibuat dihadapan notaris.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004rtg Jabatan
Notaris mendefinisikan notaris sebagai berikut: tiis adalah Pejabat
umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewvgamalainnya
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini". uBdysr dari
definisi ini dapat dilihat notaris dijadikan sebaf@ejabat Umum” yang
membuat akta otentik sehingga akta yang dibuat risotadalam
kedudukannya tersebut memperoleh sifat kata otesakerti yang
dimaksud dalam pasal 1868 Kitab Undang-undang HuRardata.

Adapun definisi dari akta otentik dapat dilihatatal pasal 1868 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Suktia @tentik ialah
suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukah aledang-undang,
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dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umung lparkuasa untuk
itu di tempat di mana akta itu dibuatnya.”

Perjanjian kredit investasi ini merupakan akta tikeyang memenuhi
syarat otensitas dari suatu akta karena perjakyjiedit ini dibuat oleh dan
dihadapan pejabat umum yang berwenang membuat oaidik yaitu
seorang notaris yang diangkat oleh Menteri Hukunm dak Asasi
Manusia berdasarkan wilayah jabatannya yaitu Psovdaerah Khusus
Ibukota Jakarta dan dalam menjalankan tugasnyahsuotengucapkan
sumpah jabatan.

Akta perjanjian kredit investasi yang dibuat oleftanis sesuai dengan
bentuk yang ditentukan dalam undang-undang pasdlr@Bang-undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kegddaterdapat hari,
tanggal, pukul pembuatan akta dilakukan, dan dibadasiapa akta
perjanjian kredit tersebut dibuat. Mengenai dihatapiapa akta tersebut
dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat iakt®ejabatnya
harus berwenang untuk maksud itu di tempat aktselert dibuat.
Berwenang dalam hal ini khususnya menyangkut jalbgtayaitu sebagai
notaris dan jenis akta yang dibuatnya yaitu aktatapa(akta para
penghadap), dimana notaris hanya mencatat dan mesigiir keterangan
para pihak untuk disusun ke dalam bentuk akta p@jakredit investasi,
hari dan tanggal pembuatan akta, serta tempat diktaat dicantumkan
dalam akta. Notaris selaku pejabat umum hanya naehjan fungsinya
memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat seetaberikan
penyuluhan hukum, khususnya dalam pembuatan akéhingga
masyarakat akan mendapatkan perlingungan hukunkefzastian hukum,
sehubungan dengan semakin meningkatnya proses gengaa sehingga
meningkat pula kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Badan akta terdapat premis akta, identitas parakpifangka waktu
peminjaman kredit, besar bunga kredit, tujuan pemabkredit yang akan
digunakan oleh debitur, hak dan kewajiban para kpibarta tata cara

pemberian kredit, dan mengenai jaminan kredit.
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Pada bagian penutup terdapat pembacaan akta dkeisnpenyebutan

saksi-saksi, penyebutan penadatanganan akta penjaoieh penghadap,

saksi-saksi dan notaris, serta ada atau tidaknyabakan-perubahan

mengenai pencoretan, pencoretan dengan penggaddanpenambahan,

dan terakhir penandatangan akta oleh para penghadépi-saksi, dan

notaris.

Akta otentik dengan pernjanjian dibawah tangan memai kelebihan

dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan dajamen dibawah

tangan yaitu perjanjian yang dibuat dibawah tangampunyai kekuatan

pembuktian yang sah jika pembuat akta mengakuiyasirdan

menandatangani akta tersebut.

Kelebihan akta otentik yaitu akta otentik merupak#at pembuktian

yang sempurna, bahwa apabila ada pihak yang mekaginigi dari akta

tersebut, maka orang yang mengingkari harus meniauwktya.

Akta yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat unehimgga menjadi

akta otentik dan merupakan alat pembuktian yangoaema bagi kedua

belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian organgg mendapat hak

darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebkin tersebut

dianggap sebagai benar selama kebenarannya ikuatt#apihak lain yang

dapat membuktikan sebaliknya.

Akta notaris juga harus memenuhi syarat otensiiasusakta supaya

akta tersebut menjadi akta otentik. Syarat otéatisakta notaris adalah:

a.

b
C.
d

Para penghadap menghadap notaris,

. Para penghadap mengutarakan maksudnya,

Notaris mengkonstatir maksud dari para penghad&pdsebuah akta,

. Notaris membacakan susunan kata dalam bentuk agadk para

penghadap,

Para penghadap membubuhkan tanda tangan yang iberart
membenarkan apa yang termuat dalam akta tersebut da
penandatanganan tersebut dilakukan pada saatugrseb
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f. Dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi kecjilgh ditentukan lain
oleh undang-undang.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi daleembuatannya
maka berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 3@nT2004
tentang Jabatan Notaris, akta tersebut hanya merapukekuatan
pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

Kekurangan dari perjanjian dibawah tangan adal&h i@ksebut hanya
dibuat oleh para pihak saja tetapi tidak dibuah @tau dihadapan pejabat
umum pembuat akta sehingga pembuktiannya hanypaata para pihak
saja. Jika ternyata diingkari oleh pihak lawan y#éidgk mengakui tanda
tangan yang ada pada surat atau akta tersebut, haka dibuktikan
dengan alat bukti yang lain.

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resik®ank
menggunakan dana dari masyarakat yang dipercaydapadanya
sehingga kepentingan dan kepercayaan dari masyanai® dilindungi
dan dipelihara. Bank akan merasa lebih aman jikadikr yang
diberikannya dituangkan dalam bentuk perjanjiangydibuat dengan akta
notaris karena perjanjian kredit yang dibuat dengsta notaris
mempunyai kekuatan pembuktian yang lebih sempukaadjbandingkan
dengan dibawah tangan, selain itu akta otentik jongmentukan secara
jelas hak dan kewajiban para pihak, serta dapatjamem kepastian
hukum dan sekaligus diharapkan dapat meminimakaasiterjadinya

sengketa dikemudian hari.
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BAB 3
PENUTUP

3.1 Simpulan

1. Perjanjian kredit investasi yang ditetapkan secara sepihak oleh pihak
bank tidak mengandung asas kebebasan berkontrak. Perjanjian kredit
investasi perbankan merupakan perjanjian baku dimana is dari
perjanjian tersebut sudah ditetapkan oleh salah satu pihak yaitu pihak
bank dan kepada debitur hanya dimintakan pendapatnya saja.

2. Perjanjian kredit investas perbankan memenuhi syarat-syarat sahnya
perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata yaitu untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan kata
sepakat mereka yang mengikatkan diri, cakap untuk membuat suatu
perjanjian, mengenal hal tertentu, sebab yang halal. Hal ini dapat dilihat
dari tanda tangan para pihak yang melakukan perjanjian, para pihak
tersebut cakap untuk melakukan perbuatan hukum, mengenai hal tertentu
yaitu perjanjian mengenai pemberiaan pinjaman kredit, unsur sebab yang
halal dimana tujuan dari pemberian kredit adalah untuk investas
konstruksi.

3. Notaris sdlain berperan sebaga pegabat umum berwenang dalam
membuat akta otentik yaitu perjanjian kredit investasi, ia juga berperan
untuk menjelaskan isi akta kepada para pihak sehingga dapat menjaga

keseimbangan diantara kedua pihak.
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3.2 Saran
Notaris sebagai rekanan dari bank, dalam membuat akta tetap harus
menjalankan kewajibannya yaitu bertindak jujur, mandiri, saksama, dapat
menjaga keseimbangan dan tidak memihak kepada salah satu pihak dalam
membuat akta perjanjian kredit.

I . , ) Universitas Indonesia
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